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BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2024 NOMOR 6

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI WAY KANAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, telah diundangkan Peraturan Bupati
Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, belum mengacu terhadap Peraturan Menteri
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun
Anggaran 2024, Peraturan Menteri Investasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun
2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun
Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110
Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah
dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang
Ditentukan  Penggunaannya dan dalam  rangka
optimalisasi belanja pada Perangkat Daerah sehingga
perlu dilakukan perubahan pada komponen Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat
Edaran  dari  Menteri Dalam  Negeri  Nomor:
©00.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2024 tentang
Implementasi SIPD;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran...
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

20.Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
di Daerah Kabupaten/Kota Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

29.Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 188);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 189);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 188);

Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Way Kanan 8
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 195);

38.Peraturan...
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Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 198);

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati
Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor
32) diubah, sebagai berikut:

1.

Setelah angka 26 Pasal 1 ditambahkan 2 angka yakni
angka 27 dan angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.  Bupati adalah Bupati Way Kanan.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah  Daerah  yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya Belanja.

8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

9. Pengeluaran...
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Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas
daerah.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.
Program adalah bentuk instrument kebijakan
yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang
dilaksankaan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan
kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program
dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH
adalah Bupati Way Kanan.
Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat
WKDH adalah Wakil Bupati Way Kanan.
Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya
disingkat BOS adalah dana yang digunakan
terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia
bagi satuan pendidikan dasar dan menengah
sebagai pelaksana program wajib belajar, dan
dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa
kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya
disingkat JKN adalah program Pemerintah yang
bertujuan  memberikan  kepastian  jaminan
kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan
sejahtera.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah badan wusaha yang
seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Daerah.

20.Barang...
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Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BMD adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya
disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
selanjutnya disingkat FKTP adalah adalah fasilitas
kesehatan yang melakukan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) dan atau Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) yang bersifat non spesialistik
untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan
lainnya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak
atas perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat
DID adalah bagian dari Dana TKDD yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara kepada daerah tertentu berdasarkan
kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk
memberikan  penghargaan  atas  perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang
tata  Kelola keuangan, pelayanan umum
pemerintahan, pelayanan dasar publik dan
kesejahteraan masyarakat.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah dana yang bersumber dari pendapatan
tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu
dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana
alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya
operasional non  personalia  bagi  satuan
Pendidikan.

2. Ketentuan...
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7

(I) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.
4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta
Rupiah), yaitu:

a. bagian laba yang dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan
modal pada BUMN;

b. bagian laba yang dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan
modal pada BUMD.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah
daerah (dividen) atas penyertaan modal pada
BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol
Rupiah).

(3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah
daerah (dividen) atas penyertaan modal pada
BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar
Rp.4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus
Juta Rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(I) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.294.605.974.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus
Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima
Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu
Rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan Rp.1.212.877.974.000,00 (Satu
Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Delapan
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
Rp.81.728.000.000,00 (Delapan Puluh Satu Miliar
Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat
(6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp.957.722.583.189,00 (Sembilan Ratus Lima
Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua

Juta...
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Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu
Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang
terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

belanja subsidi;

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
5956.460.638.696,00 (Lima Ratus Lima Puluh
Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta
Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam
Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
341.480.188.078,00 (Tiga Ratus Empat Puluh
Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta
Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh
Puluh Delapan Rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol
Rupiah)

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta
Rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf e direncanakan sebesar Rp.
54.281.756.415,00 (Lima Puluh Empat Miliar Dua
Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.
0,00 (Nol Rupiah).

000 oW

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 556.460.638.696,00 (Lima Ratus
Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam
Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu
Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang
terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f.  belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD
serta KDH/WKDH;
g. belanja pegawai BOSP;

h.belanja...
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h. belanja pegawai BLUD.

Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.370.425.830.264,00 (Tiga Ratus Tujuh
Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam
Puluh Empat Rupiah).

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.54.900.000.000,00 (Lima Puluh Empat
Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan ojektif lainnya ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.97.719.032.032,00 (Sembilan Puluh
Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta
Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.18.750.089.000,00 (Delapan Belas
Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan
Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan  sebesar Rp.18.705.089.000,00
(Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Juta
Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar
Rp.515.896.200.000,00 (Lima Ratus Lima Belas
Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta
Dua Ratus Ribu Rupiah).

Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp.12.710.362.800,00 (Dua Belas Miliar Tujuh
Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua
Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp.425.400.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima
Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)
dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 15
Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.341.480.188.078,00
(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar Empat
Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan
Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan
Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja...
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belanja barang;

belanja jasa;

belanja pemeliharaan;

belanja perjalanan dinas;

belanja barang dan/atau jasa untuk
diserahkan/dijual/ diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga;

. belanja barang dan jasa BOS dan

g. belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.54.748.834.509,00 (Lima Puluh Empat Miliar
Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus
Sembilan Rupiah).

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar
Rp.122.304.988.524,00 (Seratus Dua Puluh Dua
Miliar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus
Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua
Puluh Empat Rupiah).

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.27.757.920.863,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar
Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam
Puluh Tiga Rupiah).

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.43.485.666.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar
Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam
Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Belanja uang dan/atau jasa untuk
diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf € direncanakan sebesar
Rp.8.718.818.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus
Delapan Belas Ribu Rupiah).

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp.41.823.125.122,00 (Empat Puluh Satu
Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh
Dua Rupiah).

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.42.640.635.060,00 (Empat Puluh Dua
Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam
Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah)

¥ e @ i

7 .Ketentuan...



2 1% =

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17
Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu Belanja Subsidi
yang direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00
(Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 18 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.54.281.756.415,00 (Lima Puluh
Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus
Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;

b. belanja hibah kepada BUMD;

c. belanja hibah kepada badan, lembaga,
organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hokum Indonesia; dan

d. belanja hibah bantuan keuangan kepada
partai politik.

(2) Belanja  hibah kepada pemerintah  pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.28.021.337.200,00 (Dua
Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Satu Juta Tiga
Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)

(3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

(4) Belanja hibah kepada kepada badan, lembaga,
organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hokum Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.25.271.004.547,00 (Dua Puluh Lima Milyar
Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ribu
Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai
politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal
20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp.149.436.804.521,00 (Seratus Empat Puluh
Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam
Juta Delapan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Dua
Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya,;

Qo op

e.belanja...
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e. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.31.203.661.350,00 (Tiga Puluh Satu
Miliar Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
Belanja modal gedung dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan  sebesar Rp.14.325.665.661,00
(Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima
Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam
Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.101.494.595.460,00
(Seratus Satu Milyar Empat Ratus Sembilan
Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh
Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.136.310.000,00 (Seratus Tiga Puluh
Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.
2.276.572.050,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh
Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua
Ribu Lima Puluh Rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (8), ayat (9) Pasal 21
diubah, diantara huruf ¢ dan huruf d ayat (1) Pasal 21
disisipkan 1 huruf yakni huruf cl dan diantara ayat
(4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a),
sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar
Rp.31.203.661.350,00 (Tiga Puluh Satu Miliar
Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh
Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang
terdiri atas:
a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
cl. belanja modal alat pertanian;
d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan

pemancar;
f.  belanja modal alat kedokteran dan
kesehatan;
belanja modal alat laboratorium;
belanja modal komputer;
belanja modal alat produksi, pengolahan,
dan pemurnian,;
j.  belanja modal alat keselamatan kerja;
k. belanja modal rambu-rambu; dan

500
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l.belanja...
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L belanja modal peralatan dan mesin BOS.
Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.95.688.600,00 (Sembilan Puluh Lima Juta
Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam
Ratus Rupiah).

Belanja modal alat angkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.2.656.340.000,00 (Dua miliar enam
ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat
puluh ribu Rupiah)

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta
Rupiah).

Belanja modal alat pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf cl direncanakan
sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan  sebesar Rp.10.532.322.572,00
(Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta
Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan
pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.12.127.000,00
(Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu
Rupiah).

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.2.536.245.000,00 (Dua
Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua
Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Belanja modal alat laboratorium sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.1.745.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh
Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp.2.562.790.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus
Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Ribu Rupiah).

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan
pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar
Rp.1.366.024.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus
Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu
Rupiah).

Belanja modal alat keselamatan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp.134.195.000,00
(Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(12) Belanja...
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(12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp.135.440.000,00 (Seratus Tiga Puluh
Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp.9.419.489.178,00
(Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Belas
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu
Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.14.325.665.661,00 (Empat
Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam
Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam
Puluh Satu Rupiah).

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 23

(1) Belanja belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.101.494.595.460,00 (Seratus Satu Miliar
Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima
Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus
Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan Jembatan,;
b.  belanja modal bangunan air;

c. belanja modal instalasi;

d. belanja modal jaringan;

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.98.744.595.460,00 (Sembilan Puluh
Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat
Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu
Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.2.750.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.0,00 (Nol Rupiah).

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.0,00 (Nol Rupiah).

13.Lampiran...
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13. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

14. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

15. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

16. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way
Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI WAY KANAN,
dto

RADEN ADIPATI SURYA

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto
SAIPUL
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 6

engan aslinya
N HUKUM,

Disalin sesuai
KEPALA B

ARIS SUPRIYANTO, S\H., M.H.
Pembina/IV/&
NIP. 19850624 201001 1 012




KABUPATEN WAY KANAN

LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SEBELUM SESUDAH
KCDE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 81.541.566.710,00 81.541.566.710,00 0,00
4.1.01 Fajak Daerah 23.236.100.500,00 23.236.100.500,00 0,00
4.1.01.06 Pajak Hotel 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00
4.1.01.06 01 Pajak Hotel 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00
41.01.06 03 Pajak Losmen 26.000.000,00 0.00 (26.000.000,00)
4.1.01.06.03.0001 Fajak Losmen 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00)
4.1.01.07 Pajak Restoran 2.262.000.000,00 2.262.000.000,00 0,00
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.262.000.000,00 2.262.000.000,00 0,00
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.262.000.000,00 2.262.000.000,00 0,00
4.1.01.08 Pajak Rexlame 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00
4.1.01.09.01 g@f;‘a‘ti‘f\“ame FERSNBSIN attrond 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00
4.1.01.08 01.0001 ;;22;2?‘&‘“9 PRGN e 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
4.1.01.10 01.0001 Pajak Pensrangan Jalan Dihasilkan Sendiri 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
4.1.01.11 Pajak Parkir 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00
4.1.01.11 ¢ Fajak Parkir 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00
4.1.01.1 1.0001 Fajak Parkir 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00
4.1.01.12 0% Pajak Air Tanah 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00
410114 Fajak Mi:‘.:;:;i Bukar Logarmn dan Batuan 570.000.000,00 570.000.000.00 0,00
41011437 Fajak Mineral bukan Logam dan Baiuan Lainnya 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Lagam dan Batuan Lainnya 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00
4.1.01.15 ?Z’i‘;@iﬂ‘iSgg?;”g””a” Rerdesaan dan 7.935.100.500,00 7.935.100.500,00 0,00
4.1.01.15.01 PBBP2 7.935.100.500,00 7.935.100.500,00 0,00
4.1.01.15 01.0001 rPBBP2 7.935.100.500,00 7.935.100.500,00 0,00
41.011¢ | i’?ﬁ;&s}ﬁg;ainkgm Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.200.000.000,00 1.200.000.000.00 0.00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
4.1.02 Retribusi Daerah 2.226.549.100,00 2.226.549.100,00 0,00
4.1.02.01 Hetribusi Jasa Umum 429.646.400,00 429.646.400,00 0,00
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 209.646.400,00 209.646.400,00 0,00
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 209.646.400,00 209.646.400,00 0,00
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00
4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 921.902.700,00 921.902.700,00 0,00
4.1.02.02 U1 Hatribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 490.010.000,00 490.010.000,00 0,00
4.1.02.02.01.0001 Hetribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00
4.1.02.02 01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 240.010.000,00 240.010.000,00 0,00
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 262.892.700,00 262.892.700,00 0,00
4.1.02.02.02.0002 ;‘frigbgfk’(;‘fr'ii“}'n‘a’ el \1e T ST HaAT 262.892.700,00 262.892.700,00 0,00
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
4.1.02.02 (9 Hetribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.1.02.02 09.0001 g:;gf?;;; Pelayanan Tempat Rekreasi dan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.1.02.02.11 Retribusi Panjualan Produksi Usaha Daerah 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00
4.1.02.02.11.0001 Sig‘rg‘fg;ﬁ’;jﬁgfgt ﬁigﬂ“g;m‘%n‘ﬁ:gﬁ 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

berupa Bibit atau Benih lkan

rerjualan Produksi hasil Usaha Daerah

4.1.02.02.11 0004 it atau Benih Tanaman, Ternak. dan 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00
4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 865.000.000,00 865.000.000,00 0,00
4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 865.000.000,00 865.000.000,00 0,00
4.1.02.03.0:8 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4103 r%as;xl Peng}@(olaam Kekayaan Daerah yang 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0.00
Dipisahkan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
4.1.03.01 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 4.600.000.000,00 0,00 (4.600.000.000,00)
BUMN
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
4.1.03.01.61 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 4.600.000.000,00 0,00 (4.600.000.000,00)

BUMN




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

4.1.03.01.01.0001

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
BUMN

4.600.000.000,00

0,00

(4.600.000.000,00)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah

4.1.03.02 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 0,00 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00
BUMD
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah

4.1.03.02.01 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 0,00 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00
BUMD (Lembaga Keuangan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah

4.1.03.02 01.0001 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 0,00 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00
BUMD (Lembaga Keuangan)

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 51.478.917.110,00 51.478.917.110,00 0,00

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

- 5 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset

4.1.04.01.08.0001 Lain-Lain-Aset Rusak BeravUsang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00

4.1.04.15.04 Pendapatian dati Pengembalian Kelebihan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
FPembayaran Perjalanan Dinas
Fendapatan dar Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.04.0001 Fembayaran Perjalanan Dinas Dalam 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
Negeri-Perjalanan Dinas Biasa

o s Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
£ O

4.1.04.15.08 Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

41.04.15 08,0001 Pembayaran Belanja Caji Pokok ASN-Gaji Pokok 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
PNS

4.1.04.15.15 Pendapatan dart Pangembalian Kalebinzn 4.600.000.000,00 700.000.000,00 (3.900.000.000,00)
Pembayaran Belanja Barang
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

4.1.04.15.15.0001 Pembayaran Belanja Barang Pakai 2.600.000.000,00 500.000.000,00 (2.100.000.000,00)

Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

4.1.04.15.15.0036

rendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang Pakai
Habis-Alat/Bahanr untuk Kegiatan
Kantor-AlavBahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya

2.000.000.000,00

200.000.000,00

(1.800.000.000,00)

4.1.04.15 41

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Modal Tanah

0,00

2.100.000.000,00

2.100.000.000,00

4.1.04.15.41.0023

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah
untuk Jalan

0,00

2.100.000.000,00

2.100.000.000,00

4.1.04.15.88

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja
Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan
tan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya BOS

0,00

1.800.000.000,00

1.800.000.000,00

4.1.04.15.88.0002

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS

0,00

1.800.000.000,00

1.800.000.000,00

4.1.04.1¢

Pendapatan BLUD

45.478.917.110,00

45.478.917.110,00

0,00

4.1.04.16.02

Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

45.478.917.110,00

45.478.917.110,00

0,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5
4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 45.478.917.110,00 45.478.917.110,00 0,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.290.605.974.000,00 1.294.605.974.000,00 4.000.000.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.212.877.974.000,00 1.212.877.974.000,00 0,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.018.716.554.000,00 1.018.716.554.000,00 0,00
4.2.01.01.01 Dana Transter Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 25.838.444.000,00 25.838.444.000,00 0,00
4.2.01.01.01 0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 7.216.079.000,00 7.216.079.000,00 0,00
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 5.675.612.000,00 5.675.612.000,00 0,00
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 176.442.000,00 176.442.000,00 0,00
4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 2.966.254.000,00 2.966.254.000,00 0,00
420101,01.0007 | o2 Sumber DayaAlam (SDAY Pengusatisan 472.321.000,00 472.321.000,00 0,00
42.01.01.01.0008 | DB Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 75.647.000,00 75.647.000,00 0,00

Batubara-Landrent
r DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-
4.2.01.01.01.0010 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 8.135.591.000,00 8.135.591.000,00 0,00
4.2.01.01.070013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.120.498.000,00 1.120.498.000,00 0,00
4.2.01.01.02 Dana Transicr Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 685.119.372.000,00 685.119.372.000,00 0,00
4.2.01.01.02 0001 DAU 527.667.882.000,00 527.667.882.000,00 0,00
R J alvan P P’
4.2.01.01.02.0002 | DAV Tambaran Dukungan Pendanaan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
Kelurahan
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas
4.2.01.01.02.0004 | Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah 3.249.900.000,00 3.249.900.000,00 0,00
dergan Perjanjian Kerja
4.2.01.01.02.0005 g::tgii\/é?;’ign[flftemukan Penggunaannya Bidang 82.911.380.000,00 82.911.380.000,00 0,00
4.2.01.01.02.0006 | DAY yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 34.792.993.000,00 34.792.993.000,00 0,00
Kesehatan
4.2.01.01.02.0007 | DAV yang Dientukan Penggunaannya Bidang 35.297.217.000,00 35.297.217.000,00 0,00
Pekerjaan Urnum
4.2.01.01.03 e TTeSHE e gs: Dans: Mlokest Kiusus 98.546.149.000,00 98.546.149.000,00 0,00
(DAK) Fisik
4.2.01.01.03 0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 932.013.000,00 932.013.000,00 0,00
4.2.01.01.08 0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 5.280.852.000,00 5.280.852.000,00 0,00
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 11.622.054.000,00 11.622.054.000,00 0,00
. DAK Fisik-Bidang 00 0.00
el 81,08 00 Pendidikan-FReguler-Perpustakaan Daerah T2 % '
o DAK Fisik-Biclarng Kesehatan dan 884.634.000 00 0.00
#201 91.06.0013 KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 6.E0AG000,00 €BEHSEL.000, '
DAK Fisik-Biiang Kesehatan dan
: B KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan 0.00 0.00
R Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total 0.00 ' '
Berbasis Masyarakat
420101080006 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 2.171.715.000,00 2.171.715.000,00 0,00

KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)

4.2.01.01.03.0034

DAK Fisik-Bidlang Jalan-Reguler-Jalan

71.654.881.000,00

71.654.881.000,00

0,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5
4.2.01.01.04 E?;Z‘S)T,\:ao‘;sﬁifh“S"'S'D“”a AEREET TS 209.212.589.000,00 209.212.589.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler 66.164.500.000,00 66.164.500.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.485.000.000,00 2.485.000.000,00 0,00
4.2.01.071.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD 89.684.805.000,00 89.684.805.000,00 0,00
42.01.01 040005 | DAK Non Fisk-Tamsil Guru PNSD 2.322.747.000,00 2.322.747.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD 2.463.697.000,00 2.463.697.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 7.491.600.000,00 7.491.600.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.911.700.000,00 1.911.700.000,00 0,00
42.01.0104.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 29.171.067.000,00 29.171.067.000,00 0,00
4.2.01.01 04.0012 H;ifa';’g; Fislk-ELIKE Fenggwasan Obel dag 375.444.000,00 375.444.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM 0,00 0,00 0,00
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 391.957.000,00 391.957.000,00 0,00
420101040021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB 6.344.072.000,00 6.344.072.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0022 ,fr‘;rr:g(‘;ar'f('jdmn“; b e P R 406.000.000,00 406.000.000,00 0,00
4.2.01.01.04.000% iAK N_onFlsik—Dana Ketahanan Pangan dan 0,00 0.00 0,00

Fertanian
4.2.01.05 Dana Desa 194.161.420.000,00 194.161.420.000,00 0,00
4.2.01.05.01 Dana Desa 194.161.420.000,00 194.161.420.000,00 0,00
42.01.05.01.0001 | Dana Desa 194.161.420.000,00 194.161.420.000,00 0,00

4.2.02 ‘endapatan Transfer Antar Daerah 77.728.000.000,00 81.728.000.000,00 4.000.000.000,00

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 77.728.000.000,00 77.728.000.000,00 0,00

4.2.02.01 01 Pendapaian Bag! Hasil Pajak 77.728.000.000,00 77.728.000.000,00 0,00

affeguayggy | poToREE BRI HES] PaECneRAen 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 0,00

4.2.02.01.01.0002 | |©“ndapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama 11.600.000.000,00 11.600.000.000,00 0,00
Kendaraan Bermotor

42.02.01.010003 | C@ndapatan Bag Hasil Pajak Bahan Bakar 32.000.000.000,00 32.000.000.000,00 0,00
rendaraan Bermotor

4.2.02.01.01.0004 Fendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00

42.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

4.2.02.02.02 S R Qe SIS Bl PEmeniigh 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 000 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
agrah Provinsi

4.2.02.02.04 Fjlantuan Kc?uz-mgam Khusus dari Pemerintah 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Kabupaten/Kota

S2PE0RTAEMET | o KEWSREER HAURIS @R PEmGHER 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Daerah Kabupaten/Kota




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

Jumlah Pendapatan 1.372.147.540.710,00 1.376.147.540.710,00 4.000.000.000,00
5 BELANJA DAERAH
5.4 BELANJA OPERASI 957.767.906.788,00 957.722.583.189,00 (45.323.599,00)
5.1.01 Belanja Pegawai 556.356.928.696,00 556.460.638.696,00 103.710.000,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 370.425.830.264,00 370.425.830.264,00 0,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 274.777.515.059,00 276.993.837.648,00 2.216.322.589,00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 239.823.440.179,00 242.039.762.768,00 2.216.322.589,00
5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK 34.954.074.880,00 34.954.074.880,00 0,00
5.1.01.01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 30.727.941.800,00 29.135.692.904,00 (1.592.248.896,00)
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 26.310.538.000,00 24.718.289.104,00 (1.592.248.896,00)
5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.417.403.800,00 4.417.403.800,00 0,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.621.610.500,00 6.581.523.430,00 (40.087.070,00)
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 6.621.610.500,00 6.581.523.430,00 (40.087.070,00)
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 23.631.034.900,00 22.920.036.270,00 (710.998.630,00)
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20.311.943.700,00 19.600.945.070,00 (710.998.630,00)
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.319.091.200,00 3.319.091.200,00 0,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.981.946.700,00 2.978.618.400,00 (3.328.300,00)
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsicnal Umum PNS 2.913.107.700,00 2.909.779.400,00 (3.328.300,00)
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 68.839.000,00 68.839.000,00 0,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 17.259.694.900,00 17.247.145.905,00 (12.548.995,00)
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 14.171.095.500,00 14.158.546.505,00 (12.548.995,00)
5.1.01.01 06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.088.599.400,00 3.088.599.400,00 0,00
5.1.01.81:87 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 398.268.700,00 541.312.131,00 143.043.431,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 398.268.700,00 541.312.131,00 143.043.431,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.450.500,00 9.296.371,00 (154.129,00)
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.584.600,00 8.430.471,00 (154.129,00)
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 865.900,00 865.900,00 0,00
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 11.889.282.605,00 11.889.282.605,00 0,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 10.915.064.765,00 10.915.064.765,00 0,00
5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 974.217.840,00 974.217.840,00 0,00
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 532.194.200,00 532.194.200,00 0,00
5.1.01.01 10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 532.194.200,00 532.194.200,00 0,00
51.01.01 11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 1.596.890.400,00 1.596.890.400,00 0,00
5.1.01.07.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 1.596.890.400,00 1.596.890.400,00 0,00
51.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 54.900.000.000,00 54.900.000.000,00 0,00
51.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 31.691.696.000,00 31.691.696.000,00 0,00

ASN




5.1.01.02.01.0001

SEBELUM SESUDAH
URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
3 4

.

lambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
PNS

31.691.696.000,00

31.691.696.000,00

0,00
Y Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan
5.1.01.02.04 Profesi ASN g 3.354.344.000,00 3.354.344.000,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan
Profesi PNS g 3.354.344.000,00 3.354.344.000,00 0,00
—_—
- . Tambahar Penghasilan berdasarkan Prestasi
5.1.01.02.05 Kerja ASN 19.853.960.000,00 19.853.960.000,00 0,00
2 (5 AN A lambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
5.1.01.02.05.0001 Kerja PNS < “ 19.853.960.000,00 19.853.960.000,00 0,00
e
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan
5.1.01,
01.03 Pertimbangan Objekif Lainnya ASN 97.615.322.032,00 97.719.032.032,00 103.710.000,00
< Belanja Insentif bagi ASN atas Pemun utan
5.1.01.03.01 Pajak Daerah g 269.405.220,00 269.405.220,00 0,00
& AORR Belanja Insentif bagi ASN atas Pemun utan
5.1.01.03.01.0006 Pajak Hotel ¢ 300.000,00 300.000,00 0,00
- Sa B B Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.01 0007 Pelak Restaran 7 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00
¥ Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.01.0009 Paiak Reklame —° 9 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemun utan
5.1.01.03.01.0010 Pajak Penerangan Jalan 9 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
» Birva s Belanja Insentif hagi ASN atas Pemungutan
51.01.03.00 0 : e : gL
5.1.01.03.01 0011 Bajak Parkir 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.01.0012 Pajak Air Tanah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
o}
5.1.01.03.01.0014 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.01.0015 | Pajuk Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan 111.105.220,00 111.105.220,00 0,00
Perkotaan
5.1.01.0301 0016 | DEIaNa Insentit bagi ASN atas Pemungutan Bea 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
’ s ~ , ~tif
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan 99.027.260,00 99.027.260,00 0,00
Retribusi Daerah
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.02.0002 | Relribusi Jasa Umum-Pelayanan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Persampahan/Kebersihan
5 o005 | Belanja insentil bagi ASN atas Pemungutan 9.500.000,00 0,00
5101502 0055 Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar SIS0SwE0g +500.000, ’
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.02 0014 Retnbusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan 25.898.400,00 25.898.400,00 0,00
Daerah
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.08.02.0015 | Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau 13.144.935,00 13.144.935,00 0,00
Pertokoan
. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 0 3.750.000.00 0,00
L (SR e Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 3.750.000,0 ; ’
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.02.0022 | Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan 350.000,00 350.000,00 0,00

Olahraga




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.02.0024 Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha 4.133.925,00 4.133.925,00 0,00
Daerah
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan
5.1.01.03.02.0031 Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00
Bangunan Gedung
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 89.684.805.000,00 89.684.805.000,00 0,00
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 89.684.805.000,00 89.684.805.000,00 0,00
5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 2.463.697.000,00 2.463.697.000,00 0,00
5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 2.463.697.000,00 2.463.697.000,00 0,00
5.1.01.03.06 E;’g’ga Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru 2.322.747.000,00 2.322.747.000,00 0,00
5.1.01.08.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 2.322.747.000,00 2.322.747.000,00 0,00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.775.640.552,00 2.879.350.552,00 103.710.000,00

5.1.01.03.07.0001

selanja Honorarium Penanggungjawaban
Fengelola Keuangan
9

1.466.000.552,00

1.430.080.552,00

(35.920.000,00)

5.1.01.03.07.0002

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.309.640.000,00

1.449.270.000,00

139.630.000,00

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18.750.089.000,00 18.750.089.000,00 0,00
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 892.290.000,00 0,00
5.1.01.04.01.0001 Helanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 892.290.000,00 0,00
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105.989.100,00 105.989.100,00 0,00
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105.989.100,00 105.989.100,00 0,00
5.1.01.04 03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 115.727.200,00 115.727.200,00 0,00
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 115.727.200,00 115.727.200,00 0,00
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 76.482.000,00 76.482.000,00 0,00
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 76.482.000,00 76.482.000,00 0,00
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 1.293.820.500,00 0,00
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 1.293.820.500,00 0,00
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 111.447.000,00 111.447.000,00 0,00
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 111.447.000,00 111.447.000,00 0,00
5.1.01.04.07 E)i’;’g‘j Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.1.01.04.07 00c" | eanla Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.1.01.04.08 B?Ianja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan 3.024.000.000,00 3.024.000.000,00 0,00
dan Anggota DPRD
\ 3 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
) 31 e : : i
5.1.01.04.08.000 dan Anggota DPRD 3.024.000.000,00 3.024.000.000,00 0,00
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00
5.1.01.04.05 0001 Belanja Tunjargan Reses DPRD 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00
5.1.01.04 10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan 270.400,00 270.400.00 0,00

Arggota DPRD




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5
i 55 - Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan
5.1.01.04.10.0001 Anggota DPAD 270.400,00 270.400,00 0,00
5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 500.000,00 500.000,00 0,00
5.1.01.04 11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 500.000,00 500.000,00 0,00
5.1.01.04.12 Selanja. Triangan Kesejahtersan Plmpinan dan 5.354.062.800,00 5.354.062.800,00 0,00

Anggota DPRD
5.1.01.04.12.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 108.524.700,00 108.524.700,00 0,00
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.658.200,00 2.658.200,00 0,00
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 7.181.900,00 7.181.900,00 0,00
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 5.235.698.000,00 5.235.698.000,00 0,00
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.589.500.000,00 6.589.500.000,00 0,00
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.589.500.000,00 6.589.500.000,00 0,00
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
51.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.014.028.400,00 1.014.028.400,00 0,00
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.424.000,00 55.424.000,00 0,00
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.424.000,00 55.424.000,00 0,00
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.804.600,00 7.804.600,00 0,00
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.804.600,00 7.804.600,00 0,00
5.1.01.05.03 welanja Tunjangan Jabatan KOH/WKDH 100.343.900,00 100.343.900,00 0,00
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.343.900,00 100.343.900,00 0,00
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.281.400,00 8.281.400,00 0,00
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.281.400,00 8.281.400,00 0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2 505
5.1.01.05 KDHMWKDH 608.200,00 608.200,00 0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
504 { ) ) . 3

5.1.01.05.05.0001 K OHMWKDH 608.200,00 608.200,00 0,00
5.1.01.05.06 belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 102.000,00 102.000,00 0,00
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 102.000,00 102.000,00 0,00
. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi 0.00
5.1.01.05.07 KDH/WKDH 6.000.000,00 6.000.000,00 '
5.1.01.05.07.0001 \l‘if“xén:xr Jaminan Kesehatan bagi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

oy Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja 00
5.1.01.05.08 KOH/WKDH 116.100,00 116.100,00 0;

o Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja 116.100.00 0.00
5.1.01.05.08.0001 KDH/WKDH 116.100,00 100, )
5.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 348.200,00 348.200,00 0,00
5.1.01.05.09.0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 348.200,00 348.200,00 0,00
5.1.01.05.10 pelanja Insentif bagi KDH/WKDH atas 835.000.000,00 835.000.000,00 0,00

emungutan Pajak Daerah




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

5.1.01.05.10.0006

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas

Pemungutan Pajak Hotel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.1.01.05.10.0007 fﬁﬂ’;g’;ii’g;;’&%gs:‘xm“ e 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5.1.01.06.10.0009 Ej:mjfgmsai”g;}b;(ggéagm KD atas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.1.01.05.10.0010 pzm’ﬁg‘u“tai”;;;akg;gf;g\g/;g’h:“;f 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
5.1.01.05 100011 "f’:f}g‘jg'g;f\”g;?a‘;gg?J:/W KDH atas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.1.01.05.10.0012 g2ﬁ’&’ﬁg’i:@i"g;gﬁg&é%ggvg’fDH atas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
selanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
5.1.01.05.10.0014 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Batuan
Selanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
5.1.01.05.10.0015 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 229.000.000,00 229.000.000,00 0,00
Perdesaan dan Perkotaan
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
5.1.01.05.10.0015 mungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
Bangunan
5.1.01.06 ‘ﬁfanfgifr\}\{ggg‘” aali R i 515.896.200,00 515.896.200,00 0,00
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 115.896.200,00 115.896.200,00 0,00
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 115.896.200,00 115.896.200,00 0,00
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
5.1.01.06.G2.0001 Zelanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 12.710.362.800,00 12.710.362.800,00 0,00
5.1.01.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS 12.710.362.800,00 12.710.362.800,00 0,00
5.1.01.89.01.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler 12.710.362.800,00 12.710.362.800,00 0,00
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 425.400.000,00 425.400.000,00 0,00
2:1.01.99.59 telanja Pegawar BLUD 425.400.000,00 425.400.000.,00 0,00
5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 425.400.000,00 425.400.000,00 0,00

5.1.02 tbelanja Barang dan Jasa 344.205.488.324,00 341.480.188.078,00 (2.725.300.246,00)
5.1.02.01 Belanja Barang 54.450.725.215,00 54.748.834.509,00 298.109.294,00
5:1.02.01.01 Selanja Barang Pakai Habis 53.838.504.215,00 54.034.707.790,00 196.203.575,00
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 226.983.450,00 286.3560.450,00 59.367.000,00
5.1.02.01.01.0002 Zelanja Bahan-Bahan Kimia 33.020.000,00 34.212.000,00 1.192.000,00

5.1.02.01.01.0004

telanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

420.800.000,00

420.800.000,00

0,00

5.1.02.01 01.0008

Relanja Bahan-Bahan Baku

1.170.626.730,00

1.234.346.730,00

63.720.000,00

5.1.02.01.01.0008

Zelanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

218.000.400,00

215.925.400,00

(2.075.000,00)

5.1.02.01.01.0010

Belanja Bahan-Isi Tabung Gas

12.060.000,00

13.080.000,00

1.020.000,00

5.1.02.01.01.0011

pelanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit kan

202.285.000,00

216.572.500,00

14.287.500,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 a 5
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.549.958.500,00 2.514.997.500,00 (34.961.000,00)
b o eng | SUNIE M acgngr Sl Caang Al 509.142.350,00 508.987.350,00 (155.000,00)
5.1.02.01 01.0016 'ié%’:ﬁ(“}kﬁ Cadang-Suku Cadang Alat 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00
6.1.02001.0.0019 || | FBia Buku Gadang-SukunCaang Al 179.790.000,00 181.065.000,00 1.275.000,00
8:1.02:00.01.6oam | ‘-SIANIE AIEVERARER njuk Kegistan Kantor-Alar 5.937.902.180,00 5.697.060.155,00 (240.842.025,00)
5.1.02.01010025 | [N I R 39.491.125,00 4.322.825,00 (35.168.300,00)

Gelanja AlavBah atan Kantor-
5.1.02.01.01.0028 {Qf;,{a&).fk‘gamn Uikl ihiiaten Karitor 7.881.109.800,00 8.019.041.600,00 137.931.800,00
5.1.02.01.01.0027 i;if”‘a AlzyBanan untik Kegiatan Kantor-Bende 144.820.000,00 144.770.000,00 (50.000,00)
5.1.02.01.01.0020 Ef’;'{i;iuateﬁ?iut/ﬂahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 489.223.600,00 489.223.600,00 0,00
2 P H SR -
5.1.02.0101.0030 | Plania AxlBanan untuk Kegiatan 475.567.700,00 475.771.700,00 204.000,00
rantor-Perabot Kantor
510201010007 | JEEnaALBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 357.045.880,00 360.795.780,00 3.749.900,00

5% BAAS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.010032 | SRR AETBARan Ltk K 143.265.000,00 151.485.000,00 8.220.000,00
5.1.02.010100p¢ | Delanja AlavBahan untuk Kegiatan Kantor- 289.028.000,00 300.428.000,00 11.400.000,00

Perlengkapan Pendukung Olahraga
5.1.02.01.01 00s5 | elanja Al vBahan untuk Kegiatan Kantor- 465.350.000,00 471.350.000,00 6.000.000,00
Suvenir/Cendera Mata
Belanja Al /Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01 0056 | Kantor-Ale Bahan untuk Kegiatan Kantor 277.360.000,00 188.602.000,00 (88.758.000,00)
Lainnya
5.1.02.01.01.0057 | Belanja Otat-Obatan-Obat 3.671.341.500,00 3.671.341.500,00 0,00
5.1.02.01.01 0038 Belanja O at-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 75.938.000,00 72.653.000,00 (3.285.000,00)
5.1.02.01.0% 0039 Eﬁéﬁ;ﬂ;ﬁ:ﬁ@ﬂi? untuk Dijual/Diserahkan kepada 9.291.772.500,00 9.469.644.450,00 177.871.950,00
5.1.02.01.01 0040 Belanja Berang untuk Dijual/Diserahkan kepada 163.000.000,00

Fihak Ketia/Pihak Lain

151.000.000,00

(12.000.000,00)

putanja Neure dan Pakan-Natura dan Pakan

5.1.02.01.01.0045 Ly 108.142.500,00 116.261.250,00 8.118.750,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.111.750.000,00 8.988.070.000,00 (123.680.000,00)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Maxanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.052.330.000,00 4.052.330.000,00 0,00
- . Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas

5.1.02.01.C7 D056 b 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

Pelayanan Urusan Kesehatan
51.02.01.0° 005 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 24.500.000 00 24.500.000.00 0.00
e | Pelayanan Urusan Sosial e Pt '
5.1.02.01.01.0058 Ee’i'r’jga'\:“"a”“” s Minuman Aldites 4.052.900.000,00 4.150.470.000,00 97.570.000,00
ape
5.1.02.01.01 005¢ Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan

5.1.02.01.01.0060 Anggota DPRD 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
5.1.02.01.01.006 1 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 13.000.000,00 4.550.000,00 (8.450.000,00)
5.1.02.01.01.0064 Gelanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 63.000.000,00 69.000.000,00 6.000.000,00
5.1 .02.017 01.0065 Belanja Pakaian Sipil Fesmi (PSR) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
5.1.02.01.01.0075 Eelanja Pakaian Batik Tradisional 149.100.000,00 149.100.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 32.550.000,00 85.050.000,00 52.500.000,00
51.02.0 0c Celanja Fakinan Paskil raka 142.350.000,00 142.350.000,00 0,00

51.02.01.02

Belanja Barang Tak Habis Pakai

37.365.000,00

41.789.000,00

4.424.000,00

5.1.02.01.02.0003

Belanja Komponen-Komponen Peralatan

37.365.000,00

41.789.000,00

4.424.000,00

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria

5.1.02.01.04 Kapitalisasi 574.856.000,00 672.337.719,00 97.481.719,00
telanja Peralatan dan i4esin-Alat Pertanian-Alat
5.1.02.01.64.0103 Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan 7.220.000,00 7.220.000,00 0,00
Fanaman
e Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan
FP LR riumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Te.SI00.00 e .90
5.1.02.01 04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan 7.766.000,00 7.766.000,00 0.00

Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur

5.1.02.01.04.0126

velanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan
Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Fejabat-Meja Rapat Pejabat

15.120.000,00

37.800.000,00

22.680.000,00

5.1.02.01.04.01z7

telanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan
Humah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat-Kursi Kerja Pejabat

39.060.000,00

16.380.000,00

(22.680.000,00)

5.1.02.01.04.0128

Eelanja Peralatan dan [Mesin-Alat Kantor dan
Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat-Kursi Rapat Pejabat

24.130.000,00

24.130.000,00

0,00

5.1.02.01.04.0132

Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio
Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan
Studio Audhio

8.900.000,00

8.900.000,00

0,00

5.1.02.01.04.0134

“elanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio.
munikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan
tudio Gambar

36.000.000,00

36.000.000,00

0,00

5.1.02.01.04.0405

Belanja Peralatan dan
Mesin-Komputer-Komputar Unit-Personal
Computer

64.000.000,00

97.000.000,00

33.000.000,00

5.1.02.01.04.0406

Belanja Peralatan dan
Masin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit
Lainnya

284.160.000,00

284.160.000,00

0,00

Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan

5.1.02.01.04.0519 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 4.481.719,00 4.481.719,00
Kerja-Bangunan Gadung Tempat Pendidikan
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan

5.1.02.01.04.0710 Perpustakaan-Bahan Perpustakaan 75.000.000,00 135.000.000,00 60.000.000,00

Iercetak-Buku Umum




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
5.1.02.02 Belanja Jasa

123.020.975.824,00

122.304.988.524,00

(715.987.300,00)

5.1.02.02.01

Belanja Jasa Kantor

63.532.041.045,00

63.172.748.745,00

(859.292.300,00)

5.1.02.02.01.0003

Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

3.545.925.000,00

3.223.075.000,00

(322.850.000,00)

5.1.02.02.01.0004

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.160.230.000,00

1.072.030.000,00

(88.200.000,00)

5.1.02.02.01.0005

ronorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli,
dan Beracara

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

5.1.02.02.01.0006

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

1.333.200.000,00

1.253.400.000,00

(79.800.000,00)

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin,

5.1.02.02.01.0008 Majalah, Pergelola Teknologi Informasi dan 106.000.000,00 123.000.000,00 17.000.000,00
Fengelola Website

5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 338.400.000,00 338.400.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.044.950.000,00 2.058.150.000,00 13.200.000,00

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 9.728.372.000,00 9.728.372.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0015

Belanja Jasa Tenaga Laboratorium

334.850.000,00

351.450.000,00

16.600.000,00

5.1.02.02.01.0016

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan

& 85.372.816,00 85.372.816,00 0,00
Sarana Umum
5 . Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban

5.1.02.02.01.0017 Umum, dan Perlindungan Masyarakat 805.200.000,00 812.300.000,00 7.100.000,00
[ in inan sy e 5 -

5.1.02.02.01.0018 | o¢lanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan 4.065.000.000,00 4.064.250.000,00 (750.000,00)
Penyelamatan

5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 465.000.000,00 465.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0021

Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air

252.000.000,00

228.000.000,00

(24.000.000,00)

5.1.02.02.01.0022

Belanja Jasa Tenaga Perhubungan

156.000.000,00

156.000.000,00

0,00

5.1.02.02.01.0023

Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan
Fangan

366.000.000,00

348.000.000,00

(18.000.000,00)

5.1.02.02.01.0028

Belanja Jasa Tenaga Administrasi

1.041.522.000,00

936.172.000,00

(105.350.000,00)

5.1.02.02.01.0027

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

2.156.000.000,00

1.705.000.000,00

(451.000.000,00)

5.1.02.02.01.0028

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

780.000.000,00

1.229.800.000,00

449.800.000,00

5.1.02.02.01.0029

Belanja Jasa Tenaga Anli

3.817.366.600,00

3.522.714.300,00

(294.652.300,00)

5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.077.560.000,00 5.279.460.000,00 201.900.000,00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.069.880.000,00 2.129.430.000,00 59.550.000,00
5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1.192.000.000,00 1.332.000.000,00 140.000.000,00

5.1.02.02 01.00%4

Helanja Jasa Tenaga Juru Masak

135.000.000,00

216.000.000,00

81.000.000,00

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 45.900.000,00 42.300.000,00 (3.600.000,00)
5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 4.244.346.844,00 4.280.696.844,00 36.350.000,00
5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistemn Informasi 286.500.000,00 286.500.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 141.100.000,00 141.100.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 61.572.000,00 61.572.000,00 0,00
5102 02:0%0085 | Belaniaasa IklanReklame. Rir, dan 557.200.000,00 561.200.000,00 4.000.000,00

Pemotretan

5.1.02.02 01.0059 Belanja Tagihan Telepon 237.400.000,00 233.800.000,00 (3.600.000,00)
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.348.353.781,00 3.276.153.781,00 (72.200.000,00)
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.025.620.000,00 5.036.530.000,00 10.910.000,00

5.1.02.02.01.0063

Belanja Kawat/Faksimili/internet/TV
Berlangganan

1.821.350.004,00

1.894.950.004,00

73.600.000,00

5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman 58.870.000,00 51.370.000,00 (7.500.000,00)
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea. dan Perizinan 154.550.000,00 154.550.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 5.300.000.000,00 5.300.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0089 Belanja Pengolahan Air Limbah 612.500.000,00 612.500.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 11.134.120.429,00 11.079.120.429,00 (565.000.000,00)
5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala 20.000.000.00 20.000.000.00 0.00

CeRe e Desa dan Perangkat Desa T T !
5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 10.546.980.429,00 10.546.980.429,00 0,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00
5.1.02.02.020006 | poaria juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 45.840.000,00 20.840.000,00 (25.000.000,00)
5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 57.300.000,00 27.300.000,00 (30.000.000,00)
5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 194.000.000,00 194.000.000,00 0,00
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00
- S Af Belanja Sewa Tanah Bangunan

1.02.02.03.0001 - : .000. .000.000,00 0,00
51080203050 Ferumahan/Gedung Tempat Tinggal e SRR
61000008 0004 | Belenia Sewa Tanaf untuk Bangunee Tempal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

Kerja

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.480.233.350,00 12.559.758.350,00 79.525.000,00
5.1.02.02.04.0010 Belanja Sewa Alat Pengangkat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
510202040035 | Soana S;YV“ L 9.446.824.400,00 9.446.824.400,00 0,00
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.386.500.000,00 1.394.000.000,00 7.500.000,00
5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 29.000.000,00 47.500.000,00 18.500.000,00
5.1.02.02 04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.568.408.950,00 1.569.433.950,00 1.025.000,00
5.1.02.02.04.0122 Helanja Sewa Alat Dapur 4.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00
5.1.02.02.04.0406 | Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 30.000.000,00 79.500.000,00 49.500.000,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

5.1.02.02.05

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

203.230.000,00

161.010.000,00

(42.220.000,00)

5.1.02.02.05.0001

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

71.280.000,00

59.060.000,00

(12.220.000,00)

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat

5.1.02.02.05.0009 | EStana Se 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)

5.1.02.02.05.0030 Ejg;‘)’/aa Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00

5.1.02.07.05.0041 | Delania Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 81.550.000,00 81.550.000,00 0,00
Feristirahatan

5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 629.400.000,00 543.400.000,00 (86.000.000,00)

5.1.02.02.07.0028

Belanja Sewa Alat Musik

629.400.000,00

543.400.000,00

(86.000.000,00)

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 21.893.728.000,00 21.893.728.000,00 0,00

i P, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.1.02.02.08.000¢ Apsitektie-Jaas: DEsgin Aetektral 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.1.02.02.08.0006 Hekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi 8.100.000.000,00 8.100.000.000,00 0,00
RHekayasa Teknik
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.1.02.02.08.0008 | Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 2.230.000.000,00 2.230.000.000,00 0,00
Pekerjaan Teknik Sipil Air
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan

5.1.02.02.08.0014 Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 0,00

Ferkotaan

5.1.02.02 08.0015

Belanja Jasa Korisultansi Perencanaan Penataan
Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah

2.025.000.000,00

1.950.000.000,00

(75.000.000,00)

5.1.02.02.08.0019

selanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

5.1.02.02.08.0020

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Hekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Teknik Sipil Transportasi

5.203.780.000,00

5.203.780.000,00

0,00

5.1.02.02.08.0021

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Rokayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Teknik Sipil Alr

734.948.000,00

734.948.000,00

0,00

5.1.02.02.08.0027

Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa
Pembuatan Peta

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

5.1.02.02.09

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

4.924.500.000,00

4.314.500.000,00

(610.000.000,00)

5.1.02.02.09.0003

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi
Didang-Telematika

14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

5.1.02.02.09.0007

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi
Bidang-Pendidikan

4.650.000.000,00

3.820.000.000,00

(830.000.000,00)

Belanja Jasa Korsultansi Berorientasi

5.1.02.02.09.0012 Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Teknik
‘ Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi
4 .000.000,0 260.000.000,00 0,00
5.1.02.02.09.0014 Layanan-Jasa Khusus 260.000.000,00
510200 10 Delanja Kursus/Pelatinan, Sosialisasi, Bimbingan 8.186.223.000,00 8.543.223.000,00 357.000.000,00

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

5.1.02.02.12.0001

Belanja Kursus Singkat/Pelatinan

4.455.043.000,00

4.718.943.000,00

263.900.000,00

5.1.02.02.12.0002

Belanja Sosialisasi

1.569.150.000,00

1.692.250.000,00

123.100.000,00




5.1 :02.02.12.0003

5.1.02.03.01.0001

5.1.02.03.01.0004
5.1.02.03.02

5.1.02.03.02.0022

5.1.02.03.02.0035

5,1.0202.‘.’20004 Be

— ]

—_—

—_— ]

Belanja Bimbingan Tenis

elanja Diklat Kepemimpinan
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tan

ah-Tanah Persjl-Tanah
Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah
untuk Bangunan Tempat Kerja

Eelanja Pemaliharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Pemelinaraan Alat Besar-Alat

Bantu-Electric Generating Set
-

SEBELUM
PERGESERAN
JUMLAH (Rp)

2. 18.400.000,00
43.630.000,00
30.363.338.103,00

1.617.574.500,00

85.000.000,00

e SR
— ]
NN

SESUDAH
PERGESERAN
JUMLAH (Rp)

2.088.400.000,00
43.630.000,00
]
27.757.920.863,00

1.506.674.500,00

45.000.000,00

———— ]

1.582.574.500,00

&
3.324.150.000,00
e

56.000.000,00

(S0.000.000,00)

0,00

(2.605.417.240,00)

¢ 10.900000,00)

(40.000.000,00)

1.461.674.500,00

3.317.450.000,00

56.000.000,00

Km

(70.900.000,00)
(6.700.000,00)

0,00

Belanja Pemelinaraan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan

2.550.550.000,00

2.535.550.000,00

(15.000.000,00)

5.1.02.03.02.0117

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

223.200.000,00

Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 229.300.000,00 6.100.000,00
o Belanja Pemelinaraan Alat Kantor dan Rumah
5.1.02.03.02.011
8 Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebal 101.500.000,00 101.500.000,00 0,00

5.1.02.03.02.0121

Belanja Pemelinaraan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Ruman Tangga-Alat Pendingin

5.1.02.03.02 0123

154.700.000,00

156.200.000,00

1.500.000,00

Belanja Pemelinaraan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga

Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00
Lainnya (Home Use)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
5.1.02.03.02.0124 | Tangga-Alai Rumah Tangga-Alat Pemadam 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00
Kebakaran
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
5.1.02.03.02.0134 | dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
Gambar
5.1.02.03.02.0404 | BClanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 16.100.000,00 16.800.000,00 700.000,00
e SR Unit-Komputer Jaringan i ‘ '
y Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer
0405 .900.000,00 60.900.000,00 0,00
21.02:05102.0408 Unit-Personal Computer RH.S00-400
Y Belanja Pemelibaraan Komputer-Peralatan 56.000.000.00 56.000.000.00 0,00
81 D22 020410 Komputer-Peralatan Jaringan i
; Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 3.100.000.00 33.100.000.00 0,00
5:1.02.03.02.0411 Komputer-Peralatan Komputer Lainnya HSGEe00;
Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.02 0494 Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

5.1.02.03.03

Belarja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

19.391.613.603,00

17.078.796.363,00

(2.312.817.240,00)

5.1.02.03.03.0001

Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

4.564.995.820,00

4.785.895.820,00

220.900.000,00

Belanja Pemeliharaan Bangunan

Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

5.1.02.03.08 0008 | Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.1.02.03.03.0010 | Gedung-Bangunan Gedung Tempat 14.760.617.783,00 12.190.900.543,00 (2.569.717.240,00)




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5

5.1.02.03.03.0038

Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Tinggal-Rumah Negara Golongan |

66.000.000,00

66.000.000,00

0,00

5.1.02.03.04

Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan, dan Irigasi

6.030.000.000,00

5.855.000.000,00

(175.000.000,00)

Belanja Pemeliharaan Jalan dan

3.04.0007 .000.
5.1.02.03.04.0003 Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan
5.1.02.03.04.0013 Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Kabupaten

5.1.02.03.04.0031

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan
Air lrigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya

1.475.000.000,00

1.300.000.000,00

(175.000.000,00)

5.1.02.03.04.0123

Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air
Minum-Jaringan Air Minum Lainnya

55.000.000,00

55.000.000,00

0,00

5.1.02.04

Belanja Perjalanan Dinas

43.150.001.000,00

43.485.866.000,00

335.865.000,00

5.1.02.04.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

43.150.001.000,00

43.485.866.000,00

335.865.000,00

5.1.02.04.01.0001

telanja Perjalanan Dinas Biasa

19.042.880.000,00

18.780.190.000,00

(262.690.000,00)

5.1.02.04.01.0003

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

20.857.461.000,00

20.967.116.000,00

109.655.000,00

5.1.02.04.01.0004

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota

2.442.340.000,00

2.907.740.000,00

465.400.000,00

5.1.02.04.01.0005

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota

807.320.000,00

830.820.000,00

23.500.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan

&)
5.1.02.08 kepada Pihak Ketiga/Pinak Lain/Masyarakat 8.756.688.000,00 8.718.818.000,00 (37.870.000,00)
< Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05.01 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.400.500.000,00 1.230.480.000,00 (170.020.000,00)
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 322.600.000,00 234.080.000,00 (88.520.000,00)

5.1.02.05.01.0002

Belanja Fenghargaan atas Suatu Prestasi

59.500.000,00

80.500.000,00

21.000.000,00

5.1.02.05.01.0003

Belanja Beasiswa

1.002.500.000,00

900.000.000,00

(102.500.000,00)

5.1.02.05.01.0004

Belanja Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan

15.900.000,00

15.900.000,00

0,00

5.1.02.0502

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
®etiga/Pinak Lain/Masyarakat

7.356.188.000,00

7.488.338.000,00

132.150.000,00

5.1.02.05.02.0001

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain

3.690.188.000,00

3.711.688.000,00

21.500.000,00

5.1.02.06.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.666.000.000,00 3.776.650.000,00 110.650.000,00
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 41.823.125.122,00 41.823.125.122,00 0,00
5.1.02.88.86 Selanja Barang dan Jasa BOS 41.823.125.122,00 41.823.125.122,00 0,00
5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS 41.823.125.122,00 41.823.125.122,00 0,00
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.640.635.060,00 42,640 635.060,00 0,00
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.640.635.060,00 42.640.635.060,00 0,00
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.640.635.060,00 42.640.635.060,00 0,00
5.1.04 Belanja Subsidi 1,500.000.000,00 5.500.000.000,00 4.000.000.000,00
5.1.04.03 Belara Subsidikepatia Badan tsaha. Milik 1.500.000.000,00 5.500.000.000,00 4.000.000.000,00

o

Swasta




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
5.1.04.03.01 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik

Swasta

1.500.000.000,00

5.500.000.000,00

4.000.000.000,00

5.1.04.03.01.0001

Eelanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik
Swasta

1.500.000.000,00

5.500.000.000,00

4.000.000.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 55.705.489.768,00 54.281.756.415,00 (1.423.733.353,00)
5:1.05:01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 28.021.337.200,00 28.021.337.200,00 0,00
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 28.021.337.200,00 28.021.337.200,00 0,00
5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 28.021.337.200,00 28.021.337.200,00 0,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,

5.1.05.05 Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan 26.694.737.900,00 25.271.004.547,00 (1.423.733.353,00)
Hukum Indonesia
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang

51.05.05.01 Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang

Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

20.703.437.900,00

22.175.404.547,00

1.471.966.647,00

5.1.05.05.01.0001

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

17.848.822.900,00

19.648.822.900,00

1.800.000.000,00

5.1.05.05.01.0002

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

2.854.615.000,00

2.526.581.647,00

(328.033.353,00)

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga

5.1.05.05.02 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 1.412.100.000,00 1.412.100.000,00 0,00
Surat Keterangan Terdaftar
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga

5.1.05.05.02.0001 Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 1.412.100.000,00 1.412.100.000,00 0,00

Surat Keterangan Terdaftar

5.1.05.05.03

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

4.479.200.000,00

1.533.500.000,00

(2.945.700.000,00)

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga

5.1.05.05.03.0001 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 4.459.200.000,00 1.455.000.000,00 (3.004.200.000,00)
Kemasyarakatan
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan

5.1.05.05.03.0002 | Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 20.000.000,00 78.500.000,00 58.500.000,00
Kemasyarakatan
Belanja Hibah kepada Organisasi

5.1.05.05.06 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00
Indonesia
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi

5.1.05.05.06.0001 | Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00
Indonesia

51.05.07 Ecz:;{s;‘l}a Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai 989.414.668,00 989.414.668,00 0,00

ol

51050701 Ek ei;a Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai 989.414.668.00 989.414.668,00 0,00

5.1.05.07.01.0001 | Belania Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada 989.414.668,00 989.414.668,00 0,00
Partai Politik

5.2 BELANJA MODAL 145.391.480.922,00 149.436.804.521,00 4.045.323.599,00

5:2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.305.037.500,00 31.203.661.350,00 4.898.623.850,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 95.688.600,00 95.688.600,00 0,00
5.2.02.01.02 Belanja Modal Alat Besar Apung 45.688.600,00 45.688.600,00 0,00
5.2.02.01.02.0008 Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya 45.688.600,00 45.688.600,00 0,00
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.656.340.000,00 2.656.340.000,00 0,00
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.656.340.000,00 2.656.340.000,00 0,00
5.2.02.02.01.0009 F::?:ﬁ Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.656.340.000,00 2.656.340.000,00 0,00
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.02.03.05 Belanja Modal Alat Ukur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.02.04.01 0007 | Belanja Modal Alat Pasca Panen 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kartor dan Rumah T angga 5.946.913.572,00 10.532.322.572,00 4.585.409.000,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 147.302.500,00 212.052.500,00 64.750.000,00
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 147.302.500,00 212.052.500,00 64.750.000,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.599.996.072,00 10.086.995.072,00 4.486.999.000,00

5.2.02.05.02.0001

Belanja Modal Mebe!

4.464.000.000,00

9.009.000.000,00

4.545.000.000,00

5.2.02.05.02.0004

Belanja Modal Alat Pendingin

116.776.000,00

143.776.000,00

27.000.000,00

5.2.02.05.02.0006

Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)

1.019.220.072,00

934.219.072,00

(85.001.000,00)

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat

5.2.02.05.03 Pejabat 199.615.000,00 233.275.000,00 33.660.000,00
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00
5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 49.352.000,00 49.352.000,00 0,00
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
5.2.02.05.03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 73.763.000,00 107.423.000,00 33.660.000,00
5.2.02.06 EZﬁgﬁCg{Oda‘ Avall SHais, Kemunlisas, dan 12.127.000,00 12.127.000,00 0,00
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.127.000,00 12.127.000,00 0,00
5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya 12.127.000,00 12.127.000,00 0,00
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.536.245.000,00 2.536.245.000,00 0,00
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2.448.478.300,00 2.448.478.300,00 0,00
5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 2.083.948.299,00 2.083.948.299,00 0,00
5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 167.148.001,00 167.148.001,00 0,00
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 197.382.000,00 197.382.000,00 0,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 87.766.700,00 87.766.700,00 0,00
87.766.700,00 87.766.700,00 0,00

5.2.02.07.02.0005

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5.2.02.08

Belanja Modal Alat Laboratorium

1.757.285.150,00

1.745.000.000,00

(12.285.150,00)

5.2.02.08.03

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

1.757.285.150,00

1.745.000.000,00

(12.285.150,00)

5.2.02.06.03.0016

Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah
Lainnya

1.757.285.150,00

1.745.000.000,00

(12.285.150,00)

5.2.02.10

Belanja Modal Komputer

2.237.290.000,00

2.562.790.000,00

325.500.000,00

5.2.02.10.01

Belanja Modal Komputer Unit

725.730.000,00

1.045.730.000,00

320.000.000,00

5.2.02.10.01.0003

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya

725.730.000,00

1.045.730.000,00

320.000.000,00

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.511.560.000,00 1.517.060.000,00 5.500.000,00
52.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.511.560.000,00 1.517.060.000,00 5.500.000,00
5.2.02.13 B R T G LA 1.366.024.000,00 1.366.024.000,00 0,00
5.2.02.13.03 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 1.366.024.000,00 1.366.024.000,00 0,00
5.2.02.13.03.0002 Belanja Modal Alat Pengolahan Air 1.366.024.000,00 1.366.024.000,00 0,00
52.02:15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 134.195.000,00 134.195.000,00 0,00
5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 134.195.000,00 134.195.000,00 0,00
5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 134.195.000,00 134.195.000,00 0,00
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 135.440.000,00 135.440.000,00 0,00
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 135.440.000,00 135.440.000,00 0,00
5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 135.440.000,00 135.440.000,00 0,00
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 9.419.489.178,00 9.419.489.178,00 0,00
52.02.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 9.419.489.178,00 9.419.489.178,00 0,00

9.419.489.178,00 9.419.489.178,00 0,00

5.2.02.88.88.8888

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.353.965.912,00 14.325.665.661,00 (1.028.300.251,00)
5.2.03.0" Belanja Modal Bangunan Gedung 15.353.965.912,00 14.325.665.661,00 (1.028.300.251,00)
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 15.353.965.912,00 14.325.665.661,00 (1.028.300.251,00)

5.2.03.01.01.0005

Zelanja Modal Bangunan Kesehatan

2.497.740.000,00

2.497.740.000,00

0,00

5.2.03.01.01.0010

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan

12.856.225.912,00

11.827.925.661,00

(1.028.300.251,00)

52.04 Belanja Modal Jalan. Jaringan, dan Irigasi 101.319.595.460,00 101.494.595.460,00 175.000.000,00
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 98.744.595.460,00 98.744.595.460,00 0,00
5.2.04.01.087 Selanja Modal Jaian 75.784.669.739,00 75.784.669.739,00 0,00
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 75.784.669.739,00 75.784.669.739,00 0,00
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 22.959.925.721,00 22.959.925.721,00 0,00
5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 22.959.925.721,00 22.959.925.721,00 0,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.575.000.000,00 2.750.000.000,00 175.000.000,00
5.2.04.0: (1 Celanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN PERGESERAN PERGESERAN SELISIH (Rp)
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp)
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5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

5.2.04.02.06

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

1.075.000.000,00

1.250.000.000,00

175.000.000,00

5.2.04.02.06.0001

Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air
Baku

1.075.000.000,00

1.250.000.000,00

175.000.000,00

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 136.310.000,00 136.310.000,00 0,00
5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 136.310.000,00 136.310.000,00 0,00
5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 136.310.000,00 136.310.000,00 0,00
52.05.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 136.310.000,00 136.310.000,00 0,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.276.572.050,00 2.276.572.050,00 0,00
5.2.06.0" elanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 0,00 0,00 0,00
5.2.06.9¢ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 2.276.572.050,00 2.276.572.050,00 0,00
5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 2.276.572.050,00 2.276.572.050,00 0,00
5.2.06.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 2.276.572.050,00 2.276.572.050,00 0,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00
5.3.01.01 Belanja Tidek Terduga 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00
5.4 BELANJA TRANSFER 278.432.620.000,00 278.432.620.000,00 0,00
5.4.01 Belanja Bagl Hasil 2.650.000.000.00 2.650.000.000.00 0.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daers ada
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00
Pemerintahan Desa
5.4.01.01,03.0001 | Slania Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00
Pemerintahan Desa
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
54 " velan) gina €
BAD1 0 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa #a0008.608,00 =0 00,00 e
5.4.01.02 01 Belania Bagi Hasil Retribusi Dasrah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
; ’ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 0.00
5.4.01.02.01.0001 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 250.000.000,00 250.000.000,00 :
5.4.02 Belanja Eantuan Keuangan 275.782.620.000,00 275.782.620.000,00 0,00
5.4.02.01 LS el 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00
5.4.02.01.01 S%i?rﬁi[samar Keutangan Umum antar Daerah 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00
5.4.02.01.01.0001 | Eelania Bantuan Keuangan Umum kepada 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00

Pemerintah Provinsi
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- Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
5.4.02.05 Kabupaten/Kota kepada Desa 275.002.620.000,00 275.002.620.000,00 0,00
; Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah
5.4.02.05.02 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 275.002.620.000,00 275.002.620.000,00 0,00
. Belanja Bantuan Keuangan Khusus

5.4.02.05.02 0003 Kabupaten/Kota kepada Desa 275.002.620.000,00 275.002.620.000,00 0,00
Jumlah Belanja 1.384.792.007.710,00 1.388.792.007.710,00 4.000.000.000,00
Total Surplus/(Defisit) (12.644.467.000,00) (12.644.467.000,00) 0,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.144.467.000,00 15.144.467.000,00 0,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 15.144.467.000,00 15.144.467.000,00 0,00
Sebelumnya

6.1.01.05 Penghematan Belanja 15.144.467.000,00 15.144.467.000,00 0,00

6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 15.144.467.000,00 15.144.467.000,00 0,00

6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 15.144.467.000,00 15.144.467.000,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15.144.467.000,00 15.144.467.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

i Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha

)

6.2.02.02 Miik Daerah (BUMD) 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 12.644.467.000,00 12.644.467.000,00 0,00

63 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00

Berkenaan (SILPA)
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